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Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2022 The number of divorces in Semarang City in 2020 was
Diterima: 15 Januari 2023 3,098 divorces, in 2021 there were 3,091 divEEkes.
Terbit: 1 Februari 2023 therefore the researcher took the title "Legal
Protection of Children as Victims of Parental Divorce
Keywords: in the City of Semarang (Study on Decision
Legal Protection, Children, 3283/Pdt.G/2022/PA. Smg). This research method
Parent's Divorce uses field studies used for this investigation. Class A

Religious Cou§fin Semarang City became the place of
this research. Legal protection for children as victims
of parental divorce in Semarang City is regulated in
Pancasila and the 1945EEpnstitution which is the
basis for implementing Law Number 23 of 2002
concerning child safety. Rulesfg3verning child safety:
Non-discrimination. That is, the convention on the
rights of the chil@8erves as a guiding document for
how we protect children. the best interests of the
child; the idea that governments, communities,
legislatures and courts should prioritize child safety
8all decisions involving them. Obstacles in providing
legal protection for children affected by their parents'
divorce at the Semarang Class A Religious Court are
external constraints, such as uncooperative parental
factors, internal constraints due to limited human
resources, and organizational culture.
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Abstrak
Kata kunci: Jumlah perceraian di Kota Semarang pada tahun
Perlindungan Hukum, 2020 terdapat 3.098 perceraian, pada tahun 2021
Anak, Perceraian Orang terdapat 3.091 perf@raian. oleh karena itu peneliti

Tua mengambil judul “Perlindungan Hukum terhadap

Anak Sebagai Korban dari Perceraian Orang Tua di
Corresponding Author: Kota Semarang (Studi Pada Putusan
Saniastya Ardi Lestari e-mail : 3283/Pdt.G/2022/PA. Smg). Metode penelitian ini

sanistyaardi08@gmail.com

menggunakan studi lapangan digunakan untuk
penyelidikan ini. Pengadilan Agama Kelas A Kota
Eemarang menjadi tempat penelitian ini.
Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban
dari pggpjeraian orang tua di Kota Semarang diatur
dalam Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang keselamatan anak. Aturan mengatur
keselamatan anak: Non-diskriminasi. Artinya,
konvensi tentang hak-hak anak berfungsi sebagai
dokumen pedoman bagaimana kita melindungi
anak-anak, kepentingan terbaik anak; gagasan
bahwa pemerintah, masyarakat, legislatif, dan
pengadilan harus memprioritaskan keselamatan
anak dalam semua keputusan yang melibatkan
mereka. Kendala dalam memberikan pefEhdungan
hukum bagi anak yang terkena dampak perceraian
orang tua pada Pengadilan Agama Kelas A
Semarang yaitu kendala eksternal, seperti faktor
orang tua yang tidak kooperatif, Kendal Internal
karena keterbatasan sumber daya manusia, dan
budaya organisasi.

@ Copyright 2023.

PENDAHULUAN

EZArena anak-anak adalah berkat dan perintah dari Allah, adalah tanggung jawab
kita untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan hormat dan perhatian
yang layak mereka terima. Orang tua sang§Epercaya pada anak-anak mereka, dan
memang demikian; bagaimanapun, mereka adalah masa depan bangsa dan generasi
yangkelak akan memimfE) negara.

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga membawa kebahagiaan yang
tertanam dalam diri setiap manusia. Namun, tidak semua orang diberi kesempatan
ini, danbanyak orang di dunia akan sangatdiuntungkan dengan kehadiran seorang
anak. Nanffin, proses menjadi orang tua bisa memakan waktu lama, sehingga
semakin penting bagi keluarga, masyarakat, dan, tentu saja, negara untuk
melindungi hak-hakgFak.

Pengungkapan bahwa hak-hak anak di Indonesia telah diakui secara resmi
dalam konstitusi menjadi penting karena anak memegang peranan penting sebagai
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masa depan bangsa. Dalam situasi ini, sistem hukum telah memberi anak
kemampuan untuk menuntut hak-haknya, yang merupakan semacam harapan yang
benar- benar dimiliki oleh anak. Semua orang di bawah usia delapan belas (18]
dianggap anak-anak untuk tujuan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa
E7P89), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang negara yang bersangkutan.
Setiap anak berhak atas perlindungan dan kebebasan yang dijamin oleh Konvensi
ini.

Konvensi PBB tentang Hak Anak menjamin perlindungan tertentu untuksemua
anak. Anak perlu dilindungi dari segala bentuk prasangka, termasuk prasangka yang
dituf@nkan dari orang dewasa dalamkeluarganya sendiri.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Nggara Republik Indonesia Tahun
1945 yang merupakan kerangka dasar negara menyatakan bahwa setiap anak
berhak untukhidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekgasan dan kekerasan. diskriminasi.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah
daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Agiak.

Selain itu, di bawah Undang-Undang EBk Asasi Manusia, anak-anak memiliki
hak mereka sendiri yg# harus dilindungi oleh setiap orang-orang tua, masyarakat,
dan negara. UU HAM No. 39 Tahun 1999 menyebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan
(2) bahwa “setiap anak berhak atas perlindunganorang tua, keluarga, masyarakat,
dan negara; dan hak anak adalah hak asasi manusia dan dalam minat."” Perlindungan
hukum bagif@nakdimulai sejak lahir.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan
Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan telah menjamin setiap warga negara
(serta derajatnya di bidang hukum. Ini semua termaktub dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara
hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan ini, orangIndonesia
dapat membangun masyarakat di mana setiap orang dapat merasa aman, perlakuan
yang adil, kekayaan finansial dan spiritual, fn kesetaraan.

Indonesia adalah masyarakat hukum, oleh karena itu dokumen pendiriannya,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Alinea 1V, tahun 1945,
menjabarkan tujuan negara. Tujuan ini termasuk mengalfhiri kekerasan di seluruh
negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan tatanan dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan pemerataan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.l

Hak anak dan perlindungannya harusdiutamakan sebagai upaffl internasional
termasuk semua negara. Oleh karena itu, persoalan yang timbul dari Perceraian
adalah tentang anak yang perlu mendapatkan hakdan perlindungan hukumnya
secara adil, dan ini lebih dari sekadar memenuhi ketentuandalam undang-undang;

! Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet-1
(Yogyakarta: Gama Media, 2017). HIm 9
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juga diperlukan itikad baik dari kedua orang tua yang bercerai dalam menjalankan
kewajibannya sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Istilah "perlindungan hukum bagi anak"memiliki arti khusus dalam konteks ini:
merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi hukum yang
menjaminkebebasan dasar dan hak anak atas keamanan dan kesejahteraan. Tujuan
pengaturan perlindungan anak adalah untuk memastikan dan menjamin bahwa
semua hakyang seharusnya diperoleh anak benar-benar tercapai. Menyadari apa
yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak merupakan isuutama yang menjadi
landasanatau prioritas perlindungan anak. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab
masyarakat, negara, dankeluarga untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Hak
anak akan diwujudkan melalui keberhasilan dan kebahagiaan unit keluarga.
Meskipun ideal, pengaturan rumah tangga jarang damai. Potensi meningkatnya
perselisihan dan bentrokan sangat tinggi dalam situasi seperti ini. Karena
pertengkaran ini seringkali tidak dapat diselesaikan, mereka menciptakan
lingkungan yang subur untuk masalah lain di rumah, termasuk perselisihan
perkawinan dan akhirnya perceraian.

Anaklah yang menderita ketikapasangan memutuskan untuk berpisah. Anak
adalah pihak yang dirugikan ketika rumah tangga terpecah atau terjadi perceraian,
dan anak adalah pihak yang menderita karena kurangnya perhatian dan perhatian
akibat ketidakmampuan orang tua untukmenunjukkan kasih sayang satu sama lain.
Hal ini sangat krusial bagi pengadilan yang berwenang mengambil keputusan,
karena adanya perceraian jelas tidak dapat terjadi secara sembarangan menurut
undang- undang. Anak itu akan kehilangan keuntungan yang biasanya diperoleh
darihubungan dengan kedua orang tuanya karena perceraian.2

Ketertarikan “mengadakan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap
anak korban perceraian, karena berdasarkan data statistic bahwa jumlah
perceraian di Kota Semarang tergolong tinggi. Berikut ini dataperceraian di Kota

Semarang Tahun 2019- 2021":

Tabel 1.1

Data Perceraian di Kota Semarang Tahun 2019-2021
No Tahun umlah Perceraian

1 2019 2.951

2 2020 3.098
2021 3.091

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data statistik perceraian diatas, Kota Semarang memiliki angka
perceraian yang tinggi. Kita tahu bahwa 3.098 perceraian diselesaikan pada tahun
2020 dan

3.091 diselesaikan pada tahun 2021.Perceraian selalu berdampak pada anak-
anak, sehingga situasi ini menjadiperhatian serius.

Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan yang disengaja dan saling
menguntungkan oleh kedua pasangan. Perceraian berdampak pada semuaorang
yang terlibat, termasuk meningkatnya tuntutan waktu dan sumber daya. Oleh

? Jamaluddin dan Nanda Amalia, Hukum Perkawinan, cet-1 (Lhokse umawe, aceh: Unimal Perss,
2016). him. 86.

883




JURNAL KOMUNIKASI HUKUM, VOLUME 9 NOMOR 1 FEBRUARI 2023

karena itu, perceraian sebagai landasan hukum untuk memutuskan perkawinan
telah diatur dengan seteliti mungkin. Sebenarnya, itu juga akan mengubah
kedudukan hukum anak-anaknya. Ketika pasangan memutuskan untuk mengakhiri
pernikahan mereka dan memiliki anak-anak mereka tinggal dengan salah satu orang
tua bukan yang lain, ini disebut "pembubaran perkawinan,” dan anak-anak dari
pernikahan tersebut tidak lagi berhak atas pengasuhan dan perlindungan kedua
orang tua kandung. .

Selain itu, orang tua memiliki kebutuhan untuk menyediakan dan menjaga
anak-anak mereka sepanjang hidup mereka. Tugas ini melampaui penyediaan
kebutuhan dasar untuk memasukkan pembentukan karakter anak-anak mereka,
penanaman prinsip-prinsip moral, dan sejgflisnya. Anak-anak membutuhkan kasih
sayang dan bimbingan terus-menerus dari orang tua mereka atau orang dewasa lain
yang peduli untuk berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab.

Dimana anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama
terlepas dari affiffkah orang tuanya bercerai atau tidak. Anak dari orang tua yang
bercerai tetap membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya,
mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehat danbahagia, serta memiliki rumah
yang aman dan tenteram.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketika orang tua berpisah, salah satu
orang tua tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dan yang lainnya tidak dapat
melaksanakannya, sehingga  terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak
bahkan penelantaran mereka. Bahkan setelah berpisah, orang tua memiliki
kewajiban untukmengurus anak-anak mereka.

Bagaimana dengan memenuhi kebutuhan materi mereka dan menunjukkan
pengabdian penuh mereka. Namun, dalampraktiknya, ayah atau ibu anak tersebut
tidak selalu memenuhi komitmen mereka untuk menafkahi dan mendukung
anaknya, bahkan ketika ada undang-undang yang mengamanatkan perilaku
tersebut.

Di sini, negara membentuk organisasiyang didedikasikan untuk keberhasilan
dan perlindungan anak untuk memastikan hak dan kesejahteraan mereka. Lembaga
pelayanan sosial, pengadilan anak, kantor pemerintah, dan organisasi lainnya
semuanyatermasuk di sini.3

Tujuan penelitian ini adalahmenganalisis putusan pengadilan dalam perkara
3283/Pdt.G/2022 /PA.Jelang sidang Pengadilan Agama Semarang, diketahui publik
bahwa Putra Hpidayah Hafera BinHermaden Hafera telah mengajukan gugatan cerai
dan mengupayakan cerai satu raj kepadatermohon, Mita Rahma Putri Binti Minoto.
Ketidakmampuan Termohon untuk mengubah sikapnya, penolakannya untuk
menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan keengganannya untuk
menerima keadaan ekonomi Pemohon semuanya menjadi penyebab putusnya
komunikasi dalam rumah tangga yang memuncak pada Desember
2021.Persoalannya di sini bukan perceraianitu sendiri, melainkan kurangnya
perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak korban perceraian.

Putusan Pengadilan Agama 3283/PDT.G/2022/PA.SMG memenangkan Mita
Rahmaputi dan memberikan hak asuhatas anak-anak pasangan tersebut setelah

¥ Mansari dkk, ‘Hak Asuh Anak Pasca Terjadi Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim
Mahkamah Sya’iyah Aceh’, Hukum, Vol 4, No. 2 (2018), hlm. 105.
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bercerai dengan Putra Hidaya Hafera.Anak Putra Hidaya Hafera dan Mita
Rahmaputi yang berusia 4 tahun bernama "D." Istrinya sekarang merawat anak itu.
Baik Putra HidayaHafera (suffii) dan Mita Rahmaputi (istri) telah sepakat, di luar
pengadilan, untuk menafkahi anak-anak mereka dengan cara yang adil dan memadai
dalam hal kebutuhan dasar, prospek masa depan, dan kecintaan mereka terhadap
saat ini.

Konteks sebelumnya md¢fhnjukkanbahwa ketika orang tua bercerai, muncul
persoalan tentang hak-{{lak anak dan tanggung jawab kedua orang tua dalam
membesarkan mereka. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan
meneliti lebih lanjut dengan memilih judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Korban Dari Perceraian Orang Tua di Kota Semarang (Study Pada Putusan
3283/Pdt.G/2022/PA. Smg

PERUMUSAN MASALAH
Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empirik yang akan
diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat di identifikasikan faktor-faktor yang
terkait didalamnya, di mana pada penelitian ini adapun yang menjadi permasalahan
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari perceraian
orang tua di Kota Semarang?
2. Bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban
perceraian orang tua di Kota Semarang?

METODE PENELITIAN

Secara khusus, penelitian ini adalah contoh penelitian hukum kualitatif,
Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap AnakSebagai
Korban Dari Perceraian Orang Tua di Kota Semarang. Lokasi penelitian yang
menjadi tempat melaksanakan penelitian dan memperoleh data-data adalah
Pengadilan Agama Kelas A Kota Semarang Karena menurut peneliti, Pengadilan
Agama Kelas A KotaSemarang adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk
melaksanakanPerlindungan Hukum Terhadap AnakSebagai Korban Dari Perceraian
Orang Tua di Kota Semarang studi pada Putusan 3283/Pdt.G/2022/PA. Smg. Jenis
data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data
dengan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan model
interaktif, artinya penyajian data dan reduksi data dilakukan bersamaandengan
pengumpulan data, dan ketiga komponen tersebut berinteraksi setelah
pengumpulan data untuk menentukanperlu atau tidaknya penelitian tambahan dan
verifikasi untuk menarik kesimpulan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak SebagaiKorban Dari Perceraian Orang
Tua Di Kota SemarangStudi Pada Putusan3283/Pdt.G/2022/Pa. Smg

1.Bentuk Perlindungan Hukum

Berdasarkan putusan PengadilanAgama (Putusan Pengadilan Agama Nomor
3283/PDT.G/2022/PA.SMG),

885




JURNAL KOMUNIKASI HUKUM, VOLUME 9 NOMOR 1 FEBRUARI 2023

perkawinan Putra Hidaya Hafera (suami)dan Mita Rahmaputi (istri) diakui
secara sah dan hak asuh ayah dialihkan kepada ibu. Putra Hidaya Hafera (suami)
dan Mita Rahmaputi (istri) memiliki dua orang anak, "D" (berusia enam tahun)
dan "P" (berusia dua tahun), sebagai anak sulung mereka.Sang ibu kini telah
mengambil hak asuh anak tersebut. Dalam perjanjian luar, Putra HidayaHafera
(ayah) dan Mita Rahmaputi (ibu) sepakat antara lain untuk memenuhikebutuhan
dasar, pendidikan, dan masa depan anaknya dengan cara yang sah danbenar.

Seperti yang dikatakan Ibu SE AdeHusnul Khotimah Khasan selaku Kepala
Tata Usaha Pengadilan Agama Kelas A Semarang:

“Kedua belah pihak telah menyepakati tentang hak asuh anak dan bersedia
memberikan ha-hak anak sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi.”*

Pengadilan Agama Semarang telahmemutus permohonan cerai yang diajukan
oleh Putra Hidaya Hafera Bin Hermaden Hafera untuk menjatuhkan gugat cerai satu
kali terhadap termohon Mita Rahma Putri Binti Minoto (nomor perkara
3283/Pdt.G/2022/PA. Smg). Ketidakmampu an Termohon untuk mengubah
sikapnya, penolakannya untuk menerima nafkah yangdiberikan oleh Pemohon, dan
keengganannya untuk menerima keadaanekonomi Pemohon semuanya menjadi
penyebab putusnya komunikasi dalam rumah tangga yang memuncak pada
Desember 2021. Persoalannya di sini bukan perceraian itu sendiri, melainkan
kurangnya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak korban
perceraian.

Paragraf IV Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwapembentukan Negara Kesatuan Republikindonesia
dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melindungi “segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia”. Ketentuan ini berlaku untuk proses perceraian
dan menjadi tanggungjawab negara. Untuk menjamin keselamatan seluruh rakyat
Indonesia, warga negara laki-laki dan perempuan segala usia harus mendapat
jaminan perlindungan oleh negara. Bertahan jugaberarti memastikan bahwa setiap
orang, tanpa memandang usia, memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.

Kegiatan tentang perlindungan anak membawa akibat hukum. Baik dalam
kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan
jaminan bagi setiap kegiatan perlindungan anak, Ade Husnul Khotimah Hasan,
SEselaku Kepala Tata Usaha Pengadilan Agama Kelas ASemarang mengemukakan
bahwa,

“Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatanperlindungan
anak dan mencegahpenyelewengan yang membawahakibat negatif yang tidak
diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak”.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan undang-undang Nomor 23
tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut dilakukan berdasarkan pancasiladan

* Wawancara Kepada Ibu Ade Husnul Khotimah Khasan, SE, Kepala Tata Usaha Pengadilan
Agama Kelas A Semarang, Pukul 11.05 Tanggal 28 Desember 2022

3 Wawancara Kepada Ibu Ade Husnul Khotimah Khasan, SE, Kepala Tata Usaha Pengadilan
Agama Kelas A Semarang, Pukul 11.05 Tanggal 28 Desember 2022

886




JURNAL KOMUNIKASI HUKUM, VOLUME 9 NOMOR 1 FEBRUARI 2023

undang-undang dasar 1945. Adapun prinsip-psinsip perlindungan anak tersebut
diatur sebagai berikut:

1.

Nondiskriminasi
“Yaitu, perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip- prinsip pokok
yang terdapat dalamkonvensi hak anak.”

Kepentingan yang terbaik bagi anak

Perlindungan anak harus diberikan kepentingan yang sangat penting
dalam semua kebijakan, program, undang-undang, dan penilaian yang
mempengaruhi anak- anak.

Setiap pilihan yang dibuat untuk masa depan seorang anak harus
ditimbang berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Kepentingan terbaik anak harus selalu didahulukan dalam situasi
perceraian, tetapi terutamamengingat gangguan jangka panjang yang akan
ditimbulkan pada rutinitasanak dan dukungan rutin olehperpecahan tersebut.
Ini menyoroti pentingnya peran keluarga besar dan lembaga khusus dalam
membantu anak-anak mengatasi dampakperceraian orang tua.

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua semuanya memiliki tanggung
jawab untuk melindungi hak asasi manusia yang paling mendasar dari anak-
anak mereka, termasuk hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
pertumbuhan. “Anak berhak untuk mendapat kehidupan yang layak seperti
anak-anak pada umumnyameskipun anak tersebut adalah korban perceraian
orang tua. Anak berhak untukberkembang menjadi pribadiyang baik dan
terarah atasbimbingan orang tua, bukan berarti anak korban perceraian tidak
mampu berkembang dengan baik karna kondisi kelurga yang tidak
lengkap”®

Penghargaan terhadap pendapat anak

Saat kami mengatakan bahwa kami menghargai pemikiran anak- anak,
maksud kami adalah kamimenghargai hak mereka agar suaranya didengar
dan perspektifmereka dipertimbangkan dalam pilihan hidup yang penting
(Gosita, 2005).

Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak di

Indonesia memiliki rumah yang aman dan nyaman, perawatan medis yang memadai,
pendidikan yang baik, dan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam
masyarakat, serta dilindungi dari penyalahgunaan dan prasangka sebagaiakibat dari
perpisahan orang tua. atau perceraian.

Dengan dukungan hukum semacam ini, anak bebas untuk membuat setiap dan

semua pilihan dalam hidup yang sesuai dengan usia dan situasinya.

Yang paling rentan adalah anak-anakmuda yang orang tuanya, setelah bercerai,

berdebat tentang siapa yang harus mengasuh anak tersebut dan menaruh
kepercayaan mereka pada pengadilanagama untuk membuat keputusan itu.

% Wawancara Kepada Ibu Ade Husnul Khotimah Khasan, SE, Kepala Tata Usaha Pengadilan

Agama Kelas A Semarang, Pukul 11.05 Tanggal 28 Desember 2022
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“Dalam penentuan hak asuh anak tentu tidak mudah, banyak aspek yang
menjadi pertimbangan hakim,terutama putusan terhadap hak asuh anak ini
menetukan kelangsungan hidup anak tersebut hingga iadewasa dan mampu
menentukan jalan hidupnya sendiri "7

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Perlindungan Hukum

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama (Putusan Pengadilan Agama
Nomor 3283 /PDT.G/2022/PA.SMG), perkawinan Putra Hidaya Hafera (suami)
dan Mita Rahmaputi (istri) diakui secara sah dan hak asuh ayah dialihkan
kepada ibu. Putra Hidaya Hafera (suami) dan Mita Rahmaputi (istri) memiliki
dua orang anak, "D" (berusia enam tahun) dan "P" (berusia dua tahun), sebagai
anak sulung mereka. Sang ibu kini telah mengambil hak asuh anak tersebut.
Dalam perjanjian luar, Putra Hidaya Hafera (ayah) dan Mita Rahmaputi (ibu)
sepakat antara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan masa
depan anaknya dengan cara yang sah dan benar.

Seperti yang dikatakan Ibu SE Ade Husnul Khotimah Khasan:

“Kedua belah pihak telah menyepakati tentang hak asuh anak dan bersedia
memberikan hak-hak anak sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi.”

Pengadilan Agama Semarang telah memutus permohonan cerai yang diajukan
oleh Putra Hidaya Hafera Bin Hermaden Hafera untuk menjatuhkan gugat cerai satu
kali terhadap termohon Mita Rahma Putri Binti Minoto (nomor perkara
3283/Pdt.G/2022/PA. Smg). Ketidakmampuan Termohon untuk mengubah
sikapnya, penolakannya untuk menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan
keengganannya untuk menerima keadaan ekonomi Pemohon semuanya menjadi
penyebab putusnya komunikasi dalam rumah tangga yang memuncak pada
Desember 2021. Persoalannya di sini bukan perceraian itu sendiri, melainkan
kurangnya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak korban
perceraian.

Paragraf IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melindungi “segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia”. Ketentuan ini berlaku untuk proses perceraian
dan menjadi tanggung jawab negara. Untuk menjamin keselamatan seluruh rakyat
Indonesia, warga negara laki-laki dan perempuan segala usia harus mendapat
jaminan perlindungan oleh negara. Bertahan juga berarti memastikan bahwa setiap
orang, tanpa memandang usia, memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.
Misalnya, dalam bukunya "Bayi Berasal Dari Surga”, Jhon Gray membahas
bagaimana anak kecil secara alami memiliki hati yang murni. Namun, adalah tugas
kita untuk membantu mereka dengan cara memaksimalkan potensi dan
kemampuan mereka. Oleh karena itu, anak-anak mengandalkan orang dewasa
untuk membantu mereka berkembang dan berkembang secara maksimal. Merujuk
pada pasal 1(1) dan 1(2) UU No. 35 Tahun 2014 Republik Indonesia mengubah UU

7 Wawancara Kepada Ibu Ade Husnul Khotimah Khasan, SE. Kepala Tata Usaha Pengadilan
Agama Kelas A Semarang, Pukul 11.05 Tanggal 28 Desember 2022
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No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah "anak" mengacu pada siapa
pun yang berusia di bawah delapan belas (18), termasuk bayi yang belum lahir.
Kedua, "perlindungan anak"” mengacu pada segala upaya yang dilakukan untuk
melindungi anak-anak dari bahaya dan memastikan mereka memiliki sumber daya
yang mereka butuhkan untuk berkembang sebagai individu sekaligus melindungi
mereka dari prasangka dan kefanatikan.

Dalam karya pengantarnya tentang ilmu hukum, Peter Mahmud Marzuki
berpendapat bahwa hak tidak berasal dari hukum melainkan merupakan sarana
penegakan hukum. Terlepas dari kenyataan bahwa perceraian adalah kenyataan
yang tidak menguntungkan bagi banyak pasangan suami istri, kelima tanggung
jawab tersebut tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Perceraian sangat
menghancurkan unit keluarga secara keseluruhan, tetapi khususnya bagi anak-anak
yang sering ditinggal di tengah. Fokus utama pasangan yang bercerai adalah
menemukan alasan untuk mendukung pilihan mereka untuk berpisah. Anak-anak,
yang paling dirugikan akibat keputusan ini, tidak lagi dipertimbangkan.

Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak

Gugatan cerai tersebut berimplikasi signifikan terhadap keluarga dan
kemungkinan besar akan dikabulkan oleh majelis hakim. Perceraian memiliki
beberapa akibat: Untuk memulai, mari kita lihat pengaruh perceraian terhadap
hukum. Jika pilihan untuk mengakhiri perkawinan mempunyai akibat hukum bagi
pasangan yang bersangkutan, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, dan segala
harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan itu, maka akibat itu harus
ditafsirkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat hukum
perceraian untuk anak-anak termasuk tanggung jawab berkelanjutan orang tua
untuk menafkahi dan mendidik anak-anaknya, dengan perselisihan hak asuh
diselesaikan oleh pengadilan berdasarkan kepentingan terbaik anak tersebut.”
Konsekuensi hukum untuk mantan suami termasuk kemungkinan bahwa dia
diperintahkan untuk membayar nafkah atau memiliki kewajiban lain kepada
mantan istri yang ditentukan oleh pengadilan.Pengaruh hukum agama, hukum adat,
atau hukum lain tentang harta bersama diatur oleh sistem tersebut. Terakhir, akibat
perceraian menurut hukum adat. Apakah perkawinan berakhir dengan kematian
atau perceraian, status hukum suami atau istri, pengasuhan, pendidikan, dan status
anak, status keluarga atau kerabat, dan status atus dari setiap harta bersama atau
warisan, hadiah, warisan, atau warisan semua dipengaruhi oleh perceraian. Setiap
situasi diatur oleh hukum adatnya sendiri yang unik, dan tidak ada dua adat yang
sama.

Perceraian memiliki dampak yang bertahan lama, jadi tidak mengherankan jika
orang yang sudah menikah pada umumnya tidak menyukainya dan hanya
menjadikannya sebagai pilihan terakhir setelah metode penyelesaian masalah
lainnya gagal. Perceraian sangat menghancurkan bagi pasangan yang
mendapatkannya dan bagi anak-anak yang sering menyerah dalam prosesnya. Pasal
39 UU Perkawinan Tahun 1974 menentukan alasan perceraian dan
mengamanatkan penyelesaiannya di depan sidang pengadilan jika upaya
rekonsiliasi gagal.

Konflik dan pertengkaran adalah hal yang wajar dalam setiap keluarga.
Perceraian berbahaya bagi semua orang yang terlibat, terutama pasangan suami
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istri dan anak-anak mereka, sehingga pertengkaran ini harus dihindari dengan
segala cara. Anak-anak adalah yang palinggfentan, terutama dalam hal
perkembangan emosi mereka. Secara umum, anak-anak dari orang tua yang
berceragffinemiliki perkembangan psikologis yang sangat bermasalah, dan tidak
adanya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua merupakan efek berbahaya
dari perceraian terhadap kesehatan mental anak.

EENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari perceraian orang tua di

Kota Semarang diatur dalam Pan@fila dan UUD 1945 menjadi landasan
pelaksanaan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang keselamatan anak.
Aturan mengatur keselamatan anak: Non-diskriminasi. Artinya, konvensitentang
hak-hak anakberfungsi sebagai dokumen pedoman bagaimana kita melindungi
anak-anak. kepentingan terbaik anak; gagasanbahwa pemerintah, masyarakat,
legislatif, dan pengadilan harus memprioritaskdffkeselamatan anak dalam semua
keputusan yang melibatkan mereka. Seorang anak memiliki hak untuk hidup,
bertahan higfjp, dan tumbuh. Ini adalah hak asasi manusia yang paling mendasar
dandijamin oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Mendengarkan dan
menghargai pikiran dan perasaananak muda.

. Kendala fBlalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terkena

dampak perceraian orang tua pada Pengadilan Agama Kelas A Semarang yaitu
kendala eksternal, seperti faktor orang tua yang tidak kooperatif, karena
beberapa dari merekamasih terlalu muda atau belum dewasa secara emosional
untuk memahami hak-hak anak mereka. Kesibukan orang tua menghalangi
mereka untuk memenuhi tanggung jawab, yang menjadi masalah selain
kurangnya kerja sama orang tua, yaitu kurangnya pengetahuan orang tua adalah
hambatan lain untuk mengurangikekerasan remaja. Kendal Internal karena
keterbatasan sumber daya manusia, dan budaya organisasi.Pengadilan Agama
Kelas A Semarang masih mempekerjakan orang dari berbagai latar belakang
pendidikan. Diharapkan pegawai Pengadilan AgamaKelas A memperkerjakan
pegawaibergelar Sarjana Agama atau Sarjana Hukum, namun masih ada yang
bergelar sarjana di bidang yang tidakterkait dengan pekerjaannya. Masalah
pendanaan menyebabkan tertundanyaperk#g di Pengadilan Agama Kelas A
Semarang,. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian yang diajukan,
anggaran Pengadilan Agama Kelas A Semarang terlihat sangat kecil.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telahdiuraikan di atas, maka dapat penulis

ajukan saran sebagai bahan masukan danpertimbangan, antara lain:

1.

Pertama, pengadilan mungkin perlumenetapkan peraturan dan menawarkan
kejelasan hukum tentang status anak-anak dari pasangan yang bercerai, dan
kedua, orang tua harus melakukan percakapan yang bijaksana tentang "di
tangan siapa pengasuhan fisik dan spiritual anak itu lebih sehat" ketika
memutuskan hak asuh anak.
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2. Kedua, kami ingin solusi cepat atas masalah yang menghambat prosedur
perlindungan hukum, seperti menambah dana pengadilan dan membantu orang
tua yang bercerai dengan konseling untuk membantu mereka membuat
keputusan yang bertanggung jawab.
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